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BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kejahatan yang mengarah pada tindakan merugikan 

kepentingan publik harus di dukung oleh perangkat hukum berupa peraturan 

perundang-undangan. oleh karenanya pembangunan di bidang hukum yang 

berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai sarana 

perwujudao proses penegakan hukum harus ditempatkao sebagai sarana perioritas dan 

penunjang pembangunan nasional, salah satu prosesnya adalah menempatkan 

kriminalisasi kejahatan bagi konsumen. Kriminalisasi ini harus didasarkan pada 

perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pcrlindungan 

konsumen. Adapun yang menjadi dasar kriminalisasi tindak pidana perlindungan 

konsumen adalah semaki n meningkatkan kejahatan perlindungao konsumen di 

Wilayah Hukum f>oln:s l u.Bala1 K. namun penanganan terhadap jenis kejahatan 

ini belum memadanai. Penyebab kesulihatan penegakan hukum perlindungan 

konsumen disamping tidak adanya pengaduan masyarakat, kewcnangan penyidikan 

tindak pidana konsumen sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berada clitangan Penyidik Pegawai 

Ncgeri Sipil (PPNS) sehingga pengaduan yang dikiporkan oleh korban tidak sampai 

ketangan penyid ik kepolisian dan/atau tidak dilaporkan oleh PPNS kcpada penyiclik 

kepolisian. Asumsi yang timbul dari kriminalitas perlindungan konsumen hanya 

sampai pada tingkat krimioalitas seba-
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gai upaya penanggulangan bukan pemberantasan tindak pidana perlindungan 

konsumen. 

Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang perlindungan 

konsunien saat ini pada hakekatnya telah mengalami perkembangan yang cukup 

mengkhawatirkan, hal ini ditandai dengan pelaku kejahatan konsumen bukan saja 

orang-perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan berupa 

tindak pidana yang dilakukan. melainkan juga telah berkembang kepada sua1u 

kejahatan yang berdimensi ekonomi. Oleh karena itu setidak-tidaknya ada dua unsur 

kualitas dari bukum yang harus dipenuhi supaya sistem kriminalisasi kejahatan 

konsumen sebagai sub sistern kejahatan ekonomi berfungsi yakni: Pertama, stabilitas 

(stability) dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan 

mengakornodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kedua. merarnalkan 

(predictability) yang berfungsi unruk meramalkan alcibat dari suaru langkah-langkah 

yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagaian rakyatnya untuk pertama 

kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan 

tradisional. Kriminalisasi kejahatan ini di bidang ekonomi ini lazirn dika1egorikan 

sebagai white collar crime. 

Salah satu white collar crime adalah kejahatan di bidang konsumen yang 

dilakukan oleb pelaku usaha. Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam 

hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pibaknya berimbang dalam 

kedudukan social ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah 
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